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I -memasuki babak baru
dalam dunia perpajakan,
penuh tantangan dan polemik.

Salah satu isu paling men-

cuat adalah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) 12 persen yang ber-
akhir dengan “rumus akroba-
tik” 11/12, menjadi pembicaraan
hangat sejak awal tahun.
_ Tak hanya itu, implementasi
sistem perpajakan baru, Core-
tax, kian memperburuk keada-
an. Laman yang sulit diakses,
banyaknya notifikasi kegagalan
di setiap fitur, dan banyak ke-
tidakjelasan lainnya, kian me-
nambah kebingungah, yang
anehnya tak hanya bagi wajib
pajak (WP), tetapi juga petugas
pajak. Praktisi perpajakan seo-
lah berjalan di tengah tero-
wongan gelap, tanpa peta yang
jelas.

Reformasi perpajakan yang
semula bertujuan untuk me-
ningkatkan efisiensi dan kea-
dilan justru menghadirkan tan-
tangan baru. Tarik-menarik an-
tara masyarakat dan pemerin-
tah menciptakan dilema yang
sulit diurai. Masyarakat men-
 dambakan sistem perpajakan
yang sederhana, mudah dipa-
hami, dan praktis dijalankan.
Sering terdengar celotehan dari
sekitar kita, “mengapa rakyat
yang ingin membayar pajak ma-
lah harus dipersulit?”

Namun, di sisi lain, ketentu-
an dan sistem perpajakan justru
semakin kompleks setiap ta-
hunnya. Tentu ini bukan tanpa
alasan. Pemerintah mengha-
dapi tugas berat untuk mencip-
takan keadilan dalam perpajak-
an, sambil tetap berusaha me-
ngumpulkan pendapatan untuk
mencukupi kebutuhan negara.

" Prinsip keadilan, yang meng-
haruskan orang kaya rnembayar
lebih besar daripada yang mis-
kin, sering menjadi akar dari
kerumitan sistem ini. Ditambah
karut-marutnya data perpajak-
an yang belum digital dan ke-
senjangan infrastruktur di be-
berapa daerah, tantangan se-
makin bertambah. Tak heran
jika pemerintah merasa perlu
membangun sistem vang kom-

pleks untuk mengakomodasi
berbagai variabel di lapangan.

Kemudahan vs keadilan
Menyeimbangkan antara ke-
sederhanaan dan keadilan da-
lam sistem perpajakan meru-
pakan tantangan besar yang
bahkan negara maju pun masih
terus bergulat dengannya. Sis-
tem pajak yang sederhana me-
mang menawarkan kemudahan

bagi WP untuk memahami dan

memenuhi kewajiban mereka.
Kesederhanaan ini sering
menjadi kunci untuk mendo-
rong kepatuhan pajak yang le-
bih luas. Namun, kesederhana-
an ini sering mengorbankan as-
pek keadilan, di mana perbeda-
an kondisi ekonomi, sosial, dan
kemampuan membayar pajak
tak sepenuhnya terakomodasi.
Sebaliknya, upaya mencipta-
kan sistem pajak yang lebih adil
biasanya menghasilkan aturan
dan mekanisme yang kompleks.
Kompleksitas ini membuat WP
bingung, meningkatkan potensi
kesalahan dalam pelaporan, dan
menambah beban administrasi
bagi baik WP maupun otoritas
pajak. Ini menciptakan para-
doks yang tak mudah dipecah-
kan: bagaimana menciptakan
sistem yang adil dan kompre-
hensif tanpa membuatnya sulit
dipahami dan dilaksanakan?
Sistem Coretax di Indonesia
adalah contoh nyata tarik-me-
narik ini. Dengan visi sebagai
one-stop solution untuk urusan
perpajakan, Coretax diharap-
kan mampu menyederhanakan
proses sekaligus meningkatkan
akurasi data perpajakan.
Namun, begitu diimplemen-
tasikan, sistem ini mendapat
gelombang kritik. Banyak WP
kewalahan dengan sistem yang
dinilai rumit dan memberatkan,
terlebih dengan minimnya pan-
duan yang jelas dan waktu
adaptasi yang tak memadai. Ni-
at awal untuk mempermudah
justru berubah jadi tantangan
baru bagi WP yang harus me-
nyesuaikan diri dengan peru-
bahan teknis yang signifikan.
Jelas bahwa kesederhanaan
dan keadilan dalam sistem pa-
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jak tak sekadar membutuhkan
jembatan inovasi teknologi,
tetapi juga pendekatan yang
matang untuk memahami ke-
butuhan dan keterbatasan
pengguna sistem tersebut.

Dominasi ego pemerintah

Dalam implementasinya, Co-
retax dianggap lebih mencer-
minkan ego pemerintah ketim-
bang fokus pada kepentingan
masyarakat. Sistem ini tampak-
nya dirancang untuk mengejar
target digitalisasi administrasi
perpajakan pemerintah, alih-
alih memprioritaskan penga-
laman pengguna, yaitu WP.

Minimnya pelibatan publik
dalam tahap perencanaan dan
kurangnya edukasi sebelum pe-
luncuran membuat Coretax le-
bih banyak menguntungkan pe-
merintah dalam hal mengejar
target waktu pelaksanaan.

Sistem yang bertujuan mem-
percepat pengumpulan data
dan efisiensi operasional ini
mengabaikan kesiapan masya-
rakat dalam menghadapi peru-
bahan besar. Akibatnya, banyak
WP tertekan karena sistem ba-
ru ini malah mempersulit pela-
poran dan pembayaran pajak.

Ketidaksiapan  pemerintah
sebenarnya sudah terasa de-
ngan adanya beberapa penun-
daan peluncuran Coretax. Se-
harusnya Coretax diluncurkan 1
Januari 2024 sesuai Perpres No
40/2018 yang menetapkan pe-
ngembangan sistem perpajakan
berbasis teknologi digital.

Namun, peluncuran diundur
hingga 1 Juli 2024 berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan
No 136/2023, dengan alasan ke-
butuhan teknis dan waktu pe-
nyempurnaan sistem. Penun-
daan kembali dilakukan di
tengah tahun 2024 dan pelun-
curan baru dijadwalkan pada 1
Januari 2025, sebagaimana Per-
aturan Dirjen Pajak Nomor
06/2024.

Meski penundaan sudah di-
lakukan, implementasi Coretax
tetap menghadirkan berbagai
masalah teknis. Hal ini me-
nunjukkan bahwa meski diberi-
kan® tambahan waktu, peme-

rintah lebih fokus pada pen-
capaian target birokrasi dari-
pada memastikan kesiapan sis-
tem yang benar-benar dapat di-
gunakan masyarakat.

Kepercayaan publik

Implementasi Coretax yang
penuh masalah pada awal pe-
luncurannya tidak hanya mem-
bingungkan WP, tetapi juga me-
rusak kepercayaan publik ter-
hadap kemampuan pemerintah
dalam mengelola data perpa-
jakan mereka. Ketika sistem
yang seharusnya mempermu-
dah justru menambah kerumit-
an, masyarakat mulai meragu-
kan kapabilitas pemerintah da-
lam menyediakan layanan yang
dapat diandalkan dan aman.

Yang lebih mengkhawatir-
kan, buruknya manajemen im-
plementasi di awal memuncul-
kan keraguan mengenai kesiap-
an institusi pajak dalam meng-
hadapi potensi ancaman siber
di masa depan.

Sistem seperti Coretax yang
menangani data sensitif dalam
jumlah besar membutuhkan in-
frastruktur keamanan yang ku-
at dan kepercayaan publik yang
tinggi. Namun, dengan adanya
celah dalam pelaksanaan awal,
muncul kekhawatiran bahwa
pemerintah juga belum siap
menangani potensi serangan si-
ber yang semakin kompleks.

Jika kepercayaan publik tak
segera dipulihkan melalui per-
baikan signifikan, penolakan
terhadap sistem dan potensi ke-
rugian data berskala besar men-
jadi ancaman nyata yang bisa
merusak kredibilitas institusi
pajak dan mengganggu stabi-
litas penerimaan negara.

Reformasi baru dimulai

Reformasi perpajakan di In-
donesia baru saja dimulai, dan
seperti setiap perubahan besar
lainnya, perjalanan ini tentu pe-
nuh dengan tantangan. Meski
tak ada proses yang sempurna,
perubahan sebesar dan sekom-

pleks Coretax seharusnya dapat

lebih dipersiapkan dan dian-
tisipasi dengan lebih baik.
Agar reformasi ini dapat di-

terima dan berjalan lancar, di-
butuhkan komunikasi yang
transparan serta pemahaman
yang mendalam dengan masya-
rakat, Pemerintah, khususnya
Direktorat Jenderal Pajak, per-
lu menjadikan pengalaman ini
sebagai pelajaran penting dan
senantiasa mengingat bahwa
WP bukan sekadar pelanggan,
melainkan mitra yang seharus-
nya dilibatkan secara aktif da-
Jam setiap perubahan yang ter-
jadi. Dengan pendekatan ini,
reformasi perpajakan dapat
menciptakan dampak yang le-
bih positif dan berkelanjutan
bagi semua pihak.
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